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ematika penulisan makalah ini terdiri dari Bab I,
rendahuluan yvang membahas latar belakang masalah,

pembatasan masalah dan perumusan masalah. Bab II, pengawasan

melekat yang membahzs : pengertian, pengawasan melekat
sebagai fungsi administrasi dan unsur-unsur pengawasan
melekat. Bab III, berbagai kendala pelaksanaan pengawasan

melakat yang membahaz : budaya enggannya atasan menegur
bahwannya, budaya upeti, salah kaprah terhadap tugas

pengawasan, lemahnya pengawasan dari masyarakat, kurang
memenuhl persyaratan sebagai atasan dan kelemshan pengawasan
sendiri. Bab Iv faktor-faktor pendukung pelaksanaan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pengawasan tidak terdapat dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kecuali di dalam
penjelasannya. Walaupun demikian, bukanlah berarti
bahwa fungsi pengawasan tidak penting. Karena jika
diteliti lebih mendalam istilah pengawasan bukanlah
.sesuatu” vyang aneh dalam UUD 1545. Uub 1945
sebenarnya telah memiliki suatu kerangka berfikir yang
baku mengenai pengawasan. UUD 1945 menganut prinsip
pengawasan langsung dan tidak langsung melalni
lembag-lembaga konstitusional rada lembaga timggi
negara. Seperti kita maklumi bersama bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang
salah satu fungsinya memusatkan rerhatiannya pada
pengawasan. Secara konstitusional, DPR bertugas untuk
mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Dan
untuk memperkuat kedudukan DPR sebagai pengdawas
langsung, UUD 1945 telah melengkapinya dengan Badan
Pengawas Keuangan (BAPEKA). BAPERA merupakan pengawas
tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan, karena
ia hanya melaporkan pemeriksaan keuangan negara kepada
DPR. Pengawas tidak langsung 1lainnya 1ialah Dewan
Pertimbangn Agung (DPA), karena ia selalu berkewajiban
memberikan saran kepada presiden baik diminta maupun

tidak. Dengan melalui saran tersebut pada hakekatnya




tersirat pengawasan tidak langsung terhadap jalannya
sistem pengawasan pemerintahan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1933

disebutkan
Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan
untuk menciptakan aparatur vang lebih efisien,
efektif, bersih dan berwibawa serta mampu

melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dengan sebaik~baiknya dengan dilandasi
semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat,
bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan
aparatur pemerintah untuk merencanakan,
malaksanakan, mengawasi dan mengendalikan perlu
ditingkatkan .... Untuk itu perlu ditingkatkan
mutu, kemampuan dan kesejahteraan manusianya,
organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi serta
penyediasan sarana dan prasarana. (GBHN 19893, hal.
17).

Sehubungan dengan hal tersebut diaﬁas, Jjuga dalam
pidato upacara pelantikan Presiden RI tanggal 11 Maret
1988, Presiden Soeharto mengharapkan dan menegaskan
"Saya mohon pengawasan vang sebaik-baiknya. Pengawasan
itu saya anggap sama pentingnya dengan memberikan
dukungan. Dengan pengawasan itu saya dapat terhindar dari
kesalahan dalam pelaksanaan roda pemerintahan bangsa kita
akan terhindar dari kesulitan vang tidak perlu “(Tim
Pelaksana Pengawasan Melekat, 1988 : hal. 2.

Dalam memasuki Repelita V Presiden Soeharto dalam
pengumuman dan penjelasan mengenai pembentukan Kabinet
Pembangunan V tanggal 21 Maret 1888 menegaskan
dalam kurun waktu lima tahun mendatang, kita bertekat
untuk memantapkan lagi landasan pembangunan yang kita

letakkan pada Repelita IV sekarang agar dalam Repelita V
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kita dapat mewujudkan landssan yvang kita monlai dalam
Repelita IV " Untuk menjamin kelangsungan pembangunan
dalam Repelita ¥V yang penuh dengan ujian dan tangtangan
berat, tetapi sekaligus mengandung harapzn tadi, Presiden
dalam pembentukan Kabinet Pembangunan V sekaligus juga
merumuskan tugas-tugas Kabinet. Salah satu dari lima
tugas yang disebut dengan Panca Krida Rebinet Pembangunan
itu, krida kedua menyebutkan : "Meningkatkan disiplin
nasional vang dipelopori Aparatur Negara menuju
tefwujudnya pemerintahan yang berseih dan berwibawa" (Tim
Pengawas Melekat, 1988 hal. 1). Dalam rangka
pelaksanaan krida kedua Kabinet Pembangunan V itulah
perlu ditingkatkan pengawasan, baik pengawasan dari dalam
maupun pengawasan dari luar.

Khusus mengenai pengawasan dari dalam dilskukan
oleh Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan, Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), para Inspektur
pembangunan, Inspektur Jenderal dan Inspektur pada
departemen-departemen dan pejabat-pejabat yang ditugasi
prengdawasan dalam kantor-kantocr Menteri-menteri
Koordinator, Menteri Negara dan Lembaga-lembaga
Pemerintah Non Departemen lainnya. Pengawasan dari dalam
juga cleh Inspektur Wilayah Propinsi dan
Kabupaten/Kotamadya serta pejabat-pejabat yang ditugasi
pengawasan dalam BUMN dan BUMD.

Selain itu, pengawasan merupakan bagian yang mutlak

dari kegiatsn administrasi pemerintahan pada umumnya,
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maka setiap atasan memiknl kewajiban dan tanggung Jjawab
untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, yakni
dalam menjalankan fungsi pengawasan melekat (build in
control). Fungsi pengawasan melekat juga dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas pengawasan vang melekat pada
fungsinya. Pengawasan melekat ini juga berlaku bagi
atasan langsung Pimpinan Proyek dan Pimpinan Proyek
kepada bawahannya. Pada pokok pengawasan atasan langsung
vang dilakukan' dengan menjalankan pengawasan melekat
merupakan fungsi administrasi sebagai secrang
administrator, disamping fungsi perencanaan dan
pelaksanszan.

Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan
Sasaran kegiatan usahs unit-unit pemerintahan dapat
tercapai secara efisien dan efektif, dilaksanakan sesuai
dengan rencana, pembagian kerja dan pendelegasian
wewenang dan tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan
dan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Oleh sebab
itu, sistem pemantauan, pemeriksaan dan penilaian atas
kegiatan setiap satuan ordanisasi/unit pemerintah atau
unit pendidikan perlu dilakukan agar diketahui sedini
mungkin apabils terjadi penyimpangan, serta dapat
diketahui sebab-sebabnya penyimpangan tersebut.

Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar
penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebo-
coran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa pengawa-

san melekat lebih bersifat pencegéhan terhadap penyimpan-




gan, Jjuga oleh pengawasan fungsional. Hasil pengawasan
tersebut harus dilakukan tingkat lanjut. Sitem pemantau-
an, penilaian dan pengambilan tindak lanjut pengawasan
melekat merupakan suatu hal vyang penting. Pengawasan
melekat harus meliputi tindakan preventif dan kolektif.
Pada akhirnya pelaksanaan pengawasan sebagai salah
satu fungsi administrasi vyang penting. Kita menganggap
penting, karena pengawasan ditempatkan sebagai bagian
integral dari proses serta administrasi pendidikan
pengawasan melekat harus mempunyai definisi operasional
yang Jelas, diperoleh pula gambaran bahwa dengan
dilaksanakannya pengawasan bukan karena ilham dan impresi
musiman. Pengawasan tersebut diberi perhatian yang 1lebih
serius , karena akan mencek sejauh mana samapi disanalah
langkah-langkah pembangunan yang telah laksanakan dalam
pendembangan sumber daya manusia seperti pembangunan
kebiasaan, kemahiran, sikap dan orientasi. Mula-mula para
personil embangun kemahiran membuat rencana, dan
kemudian melaksanakan rencana.Untuk selanjutnya kemahiran
mengawasi, yang kelak akan dilanjutkan dengan kemahiran
menguji, mengecek serta menilai dan memberikan umpan
balik. Urutan ini menjadi urutan mendasar dslam teori dan
praktek administrasi vaitu : mebuat rencana, melaksanakan
rencana, mendawasi pelaksanaan dan  hasil, menilai, dan
kemudian dijadikan sebagai salah satu masukan bagi
pembuatan rencana baru. Itulah urutan administrasi vyang

disebut juga siklus administrasi. Sebab proses itu




berulang kembali.

Presiden Sceharto mengatakan bahwa kita telah cukup
berhasil dalam membuat rencana dan melaksanakan rencana.
Hal ini terbukti dari hasil-hasil pembangunan yang kita
capai. BSekarang tibalah saatnya kita mengdembangkan
kemampuan baru yakni pengawasan. (Kompas, 29 Juni 1988
hal. IV)>

Dalam rangka menciptakan kemampuan baru di bidang
rendawasan tersebut, pada waktu vang lalu, Ir. Sarwono
Rusumaatmadja, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara telah menghadap Presiden di Bina Graha. Dan
sekeluarnya dari Bina Graha ia menjelaskan bahwa akan
menyelengarakan penataran pengawasan melekat bagi semus
pejabat eselon I di pusat maupun di daerah. Tujuan
penataran ialah untuk membudayakan pengawasan, sehingga
pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta berjalan dengan lancar. Penataran pengawasan
melekat tersebut amat diperlukan karena ada gejal
pelaksanaan pengawasan melekat tersebut salah kaprah..
Pengawasan seolah-olah bertujuan untuk mencari-cari
kesalahan, sehingga bagi yang diawasi maupun vang
bertugas mengawasi sama-sama timbul rasa enggan dan tidak
enak. Memang, pengawasan berkaitan erat dengan masalah
kebudayaan yang menyangkut persepsi kita tentang fungsi
pengawasan dan memerlukan suatu sikap yang tepat (Kompas,

S Mei 1988 : hal. IV).
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Dalam kerangka pemikiran ini dan Juga sebagai
pPelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983
Serta pelaksanaan tugas Wakil Presiden untuk mengadakan
koordinasi dalam Perencanaan dan koordinasi dalam
bendawasan, maka disusunlah Program penataran rPengawasan
melekat . Program Penataran pengawasan melekat Jjuga
dimaksudkan agar pengawasan melekat dapat_lebih membudaya
dan dalam pelaksanaannya benar-benar disadari oleh semus
pihak bahwa Pengawasan melekat sebagai salah satny dari
fungsi administrasi dan mutlak harus dilaksanakan oleh
para pejabat organisasi dan unit integrasi tertentn
Dengan penataran bPengawasan melekat tersebut diharapkan
dapat ditumbuhkan iklim, Semangat dan budaysa pengawasan
dikalangan operator negara. Bukan hanya ditekankan pada
teori-teori atany pengertian-pengertian saja, tetapi
pPengawasan melekat lebih ditekankan kepada motivasi,
bahkan keberanian untuk melakukan pengawasan untuk
memperbaiki suatn prosges pembangunan.

Isu-isu tentang. lemahnys pengdawasan melekat
sebenarnya sudah adsa sejak dahulu, seperti vang
digambarkan oleh Menteri Dalanm Negeri Soepardjo Rustam
pada waktu itnp dalam Rapat Kcordinasi Pengawasan tanggal
28 Mei 1983, Dalam laporan tersebut, belian memang tidak
mengdunakan istilah Pendawasan meleksat. Istilah vang
dipakai dalam laporan tersbut ialah pengawasan atasan
langsung dan built in control. Isu Menteri Dalam Negeri

(Soeparjo Rustam) pada waktu ity mengemukakan sebagai




berikut

Sebenarnyz pengawasan atasan langsung vyang
sering dikenal pula dengan "built in control” itu
merupakan salah satu cara pengawasan yvang paling
potensial, karena jarak antara obyek dengan subyek
pengawasan adalah begitu dekat sehingga setiap
gejala penyimpangan akan lebih cepat terlihsat.
Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan
penangulangannya dapat dilakukan secara lebih dini
dan lebih tepat. Sayang sekali "built in control”
ini pada umumnya belum berjalan dengan baik.

Sebab-sebab masih lemahnya "built in control”
ini memang perlu diteliti dengan sebaik-baiknya dan

diatasi secara konsepsional. (Soepardjo Rustam,
1983, hal. 88).
Berdasarkan pemikiran almarhum Soeparjo Rustam

tersebut di atas masih relevan dengan keadaan saat ini.
YWalavpun isu-isu tersebut sudah terlontar pada tzahun
1883, agaknya isu-isu tersebut masih tetap sahih untuk
saat sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang
ditemukannya sejumlah renyimpandan-penyimpangan vang
berakibat bocornya keuangan negara dan daerah dalam
jumlah besar dan berlangsung dalam Jjangka waktu yang
lama. Penyimpangan tersebut dapat merugikan negara. Untuk
itu, berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan
melekat harus dibahas dan dikaji secermat mungkin.

Pengawasan melekat merupakan salah satn upaya
pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia agar mereka
lebih efektif dan efisien wuntuk melaksanakan tugasnya.
Sehubungan dengan itu, Oteng Sutisna (1985 : hal. 4)

mengemukakan sebagai berikut

Memang benar, jika suatu bangsa tidak mampu
mengembangkan sumber-sumber manusianya, ia tak skan
dapat mengembangkan aspapun, apaksh sistem politik
modern, aparat pemerintah yang cakap dan bersih,
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angkatan Psrang yang tangguh, sastan perskonomian
Yang makmur vyang membawa keadilah sosial bagi
Seluruh penduduknysa . Pembangunan sumber-sumber

manusia, karenanya adalah salah saty kondisi vang
sangat perlu buat semua pertumbuhan.

Berdasarkan rendapat Oteng Sutisna tersebut di
atas, maka pembinaan sumberdaya manusia melalui
pengawasan melekat sudah tibalah saatnya untuk ditelaahn
Secara terinci.

Dalam mengupas masalah pengawasan melekat, beberapa
masalah yang timbul berkenaan dengan penataran pPengawasan
melekat adalah - Bagaimana menyelenggarakan penataran
yang sanggup menghasilkan perubahan sikap ?, bagaimana
menyelenggarakan penataran yang sanggdup membentuk kemauan
?, bagaimana menyelenggarakan bPenataran yang sanggup
melahirkan keberanian atasan untuk menegur bawahannya ?
dan terusnya.

Selanjutnya berkenasn dengan masalah-masalah
pengawasan melekat, Presiden Soeharto menilai bahwa
fungsi pengawasan melekat sebagai kewajiban setiap atasan
untuk mengawasi bawahannya dan Pada saat ini pelaksanaan
Pendawasan melekat |, masih mempunyai banyak kelemahannya
(KEompas, 28 Juni 1988 : hal. I). Yang menjadi masslah
ialah : Apaksh kelemahan- kelemahan atay kendala-kendala
Pendawasan melekat? Apakah Péngawasan melekat ity hanya

formalitas saja ?
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Pembatasan Hasalah

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul seperti
vang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di
atas, maks masalah yang dibahas dalanm makalah 1ini,
dibatasi pada berbagai kendala pelaksanaan rengawasan

melakat dan upaya mengatasinya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maksa Perumusan
masalah yang disajikan dalam makalah ini adalah
1. Apakah vang dimaksud dengan pengawa=zan

melekat tersebut ?

~a

Berbagsai berbagai kendala apakah yang timbul dalam

pelaksanaan pengawasan melekat tersebut ?

3. Bagaimanakah uraya untuk mengatasi berbagai kendala
dalam pelaksanaan pPengdawasan melekat tersebut 2

4. Bagaimanakah aplikasinya pengawasan meleka£

terhadap manajemen personil di pendidikan tinggi 7




BAB II

PENGAWASAN MELEKAT
Pengertian

Sebelum mengkaji berbagai kendala pelaksanaan
pengawasan melekat dan upaya mengatasinya, maka terlibih
dahulu dibahas pengertian pengawasan melekat untuk
menghindari kerancuan dan kesalah pahaman serta untuk
menyamakan persepsi

Palam perspsi administrasi dikenal adanya fungsi
controlling di samping fungsi-fungsi lainnya seperti
Communicating, Appraising, (Oteng Sutisna, 1988 : hal.
35). Dalam buku-buku administrasi vang berbahasa
Indonesia, baik karangan asli maupun terjemahan, fungsi
controlling sering diterjemahkan sebagai fungsi
pengawasan. Hal tersebut dapat dijumpai pada beberapa
buku di antaranya buku St. Dianjung (1982 : hal. 75), §S.
Pamudji (1885 : hal. 201), Hadari Nawawi (1886 : hal.
43).

Ketetapan menerjemahkan istilah controlliing menjadi
istilah pengawasan ke dalam bahasa Indonesia telsh
dipermasalahkan secara sungguh-sungguh oleh Sujamto
(1886 : hal. 25). Sujamto mengatakan bahwa fungsi
controlling jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

meliputi dua funsi yaitu : pengawasan dan pengendalian.
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Dan di dalam fungsi pengendalian itu sudah tercakup pula
fungsi pengawasan di dalamnya.

Seianjutnya ditambahkan Suyamto (1886 hal. 19)
bahwa yang dimaksud dengan : "pengawasan adalah segala
usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan  menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan'tugas.atau
Ykegiatan". Sedangkan yang dimaksud dengan : "éengendalian
adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
menggarahkan‘ agar pekerjaan vyang sedang dilaksanakan
dapat berjalan sesuai dengan rencana vang telah
ditetapkan".

Berdasarkan definisi vang dikemukanan Sujamto di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian mempunyai
wewenang untuk melakukan tindakan korektif, sedangkan
pengawasan tidak berwenang melakukan tindakan korektif.
Dengan demikian, hubungan antara pengawas dan pengendali

dapat digambarkan sebagai berikut

Pengendalian = Pengawasan + Tindakan Korektif

atau

Pengendalian = Pengendalian - Tindakan Korektif

Gambar 1 : Hubungan antara Pengawasan dengan
pengendalian

Dengan mengingat pertimbangan asal usul kata, maka
kata pengawasan berasal dari kats dasar awas dan kats

pengdendalian berasal dari kata dasar kendali. Agaknya
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dapat kita sepakati bahwa istilah Pengendalian lebih
tepat dipakai sebagai terjemahan dari istilah contrelling
dari pada istilah pPengawasan. Karena vang harus dilakukan
oleh administrator bukan sekedar mengawasi saja,
melainkan juga harus mengendalikan seluruh kegiatan
organisasi vang dipimpinnya. Dengan melakukan kegiatan
pengendalian berarti sudah mencakup kegiatan Pengawasan.

Beberaps penulis Indonesia ternyata telah
menerjemahkan kata ceontrolling menjadi pengendalian,
misalnya terjemahan bukunya Harold Koontz et.al oleh
Gunawan Hutauruk (138886).

Perubahan istilah pengawasan menjadi pengendalian
sebagai terjemahan controlling mungkin saja dapat
menimbulkan kerancuan, terutama apabila digunakan tidak
cermat dalam memilih istilah vyang hendak digunakan.
Tetapi hal ini Serin terjadi disebabkan dalam setiap
masa peralihan di bidang apapun selalu penuh kerancuan.
Oleh sebab itu pula terjadi berbagai persepsi terhadap
makna istilah pPengawasan. Kadang-kadang pengawasan
diartikan dalam arti luas, vaitu sama dengan
pengendalian, dan kadang-kadang diartikan dalam arti
sempit yaitu pengawasan fungsional (selanjutnya disingkat
WASNAL) .

Sekarang ini kerancuan tersebut dapat kita
hilangkan Jika kita mengunakan definisi pengawasan

nenurut Oteng Sutisna (1888 : hal. 203)



mgkmakammmnﬂngmmam Jadi,
pengdawasan ialah fungsi administrasi dalam mana
setiap administrator memastikan bahwa apa yang
dikerjakan sesuai dendan rencana yang dibuat,

instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan
prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ia dimaksudkan
untuk menunjukan kelemahan-kelemahan dan

kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan
mencegah perulangannyz. Ia mengdenal semua orang,
kegiatan, benda.

Definisi yang dikemukakan Oteng Sutisna tersebut
agaknya dikutip oleh Kepala Negara ketika membuka
Penataran Pengawasan Melekat bagi para pejabat eselon I
di Istana Negara pada hari senin tanggal 27 Juni 1988
dengan mengatakan bahwa kegiatan pengawasan bukanlah
terutama untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Tetapi
terutama ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan
atau penyimpangan, sehingga dapat sedera diadakan
perbaikan dan pelurusan kembali. Kegiatan pengawasan
diperlukan guna menyempurnakan prosedur, baik vang
bersifat preventif, pengendalian, manpun represif.
Pengawasan adalah fungsi yang mendukung keberhasilan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Kompas, 28 Juni
1888 : hal. I).

Istilah pengawasan melekat menurut Instruksi
Presiden Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan tanggal 4 Oktober pada bagian
lampiran dicantumkan bahwa rengawasan atasan iangsung

ditekankan pula bahwa pimpinan semua satuan organisasi
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Pemerintah termasuk proyek pembangunan di lingkungan
Departemen/Lembaga/Instasni agar menciptakan rengawasan

melekat dan meningkatkan mutunya.
Pengawasan Melekat Sebagai Fungsi Administracsi

Fungsi pengawasan dalam administrasi dapat

digambarkan Seperti gambar 2 berikut ini

Penyimpangan
relaksanaan vang vang diukuar dan
sebenarnva diperbaiki nleh

pendawasan

—_—
Pelaksanaan yang
dikehendaki

zambar 2. Fungsi Pengawasan dalam Administrasi
(Qteng Sutisna, 1988 - hal : 204)

Selanjutnya ditambahkan oleh Oteng Sutisna

Orang kadang—kadang lupa bahwa pengawasan
adalah fungsi setiap administrator, Kadang—kadang
begitu kuat tekanan vang diberikan kepada
pengawasan administratrasi tingkat puncak sehingga
memberikan kesan seolah-olah tingkat-tingkat vang
lebih rendah tidak banyak memerlukan pengawasan.
Walupun masuk akal wuntuk mengharapkan perbedaan
dalam fungsi pengawasan di antarsa para
administrator, mengingat kewenangan para
administrator tingkat atas serta tanggung Jawab
mereka sebagai konsekuensinya, namun adalah suatp
kenvataan bahws Pengawasan merupakan suatu fungsi
administratif yangd amat penting pada setiap tingkat
administratisi. (Cteng Sutisna, 1988 . hal. 204).

Fungsi rengawasan pada dasarnya tak dapat
didelegasikan sepenuhnya kepada bawahan. Pads organisasi
kecil, kedua kegiatan Pengawasan atasan langsung yaitu

Pengawasan melekat dan fungsional dapat ditangani sendiri
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Secara efektif dan efisien oleh Fimpinan organisasi vang
bersangkutan. Namun, pada organisasi yang besar, hal ini
tidakﬂdapat dilakukan demikian, mengingat keterbatasan
rentang kendali Seorang pimpinan. Sebagian darj padanya,
khususnya nendenai kegiatan Pengawasan, terpaksa harus
didelegasikan kepada bawahan sehingga pendawasan dapat
dilaksanakan Secara efektif dan efisien. Untuk maksud
itu, maka dibentuklah aparat-apart pembanty Pimpinan yvang
diberi tugas Fengawasan. Jadi, tugzas aparat-aparat

Semacam ini adalah untuk membanty pimpinan dalam

menyelenggarakan fungsi Pengdawasan. Pengawasan Semacam
ini dizebut Pengawazan fungsianal Atau menurut istilah

Oteng Sutisna disebut Bengawasan ordapnisasiopnal. Karena

metode Pengawasannya menilai perbuatan keseluruhan
ordanisasi ataun bidang—bidangnya, dan perbaikan terhadap
iegagalan nntuk memenuhi standar bPengawasan mempunyai
landasan Yyang sama luasnya (Oteng Sutisna, 1988 - hal.
205).

Akan tetapi berbeda dengan fungsi-fungsi lainnysa,
fungsi Pengawasan melekat tak darat didelegasikan kepada
bawahan. Setiap menterj masih harus melakukan rpengawasan
walaupun ia sudah dibantu cleh pPara inspektur Jendral.
SEeorang gubernur masih harus melakukan Fengdawasan melekat
meskipun sudah ada inspektur wilayah propinsi. Demikian
pula presiden masih harus melakukan Pendawasan melekat

walaupun telah ada Badan Pengawas Keuangan (BAPERA)Y dan

————
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Badan Pengawas Reuangan dan Pembangunan (BPEP) serta

ct

inspektur jenderal pembangunan. Demikian puls setiap

4]

pimpinan suatu unit organisasi harus melakukan pengawasan
melekat terhadap pelaksanaan tugas seluruh organisasi
vang dipimpinnya, walaupun ia telah dibantu oleh parsa
retugas pengawas fungsional.

Dari uraian tersebut, maka jelaslah bahwa
pengawasan vyang dilakukan sendiri oleh setiap unsur
bagail pengawasan melekat atau buailt in
control. Pengawasan melekat ini menurut QOteng Sutisna
disebut juga sebagai pengawasan Qgeraﬁignal, karena

rimpinan disebut se

mengukur perbuatan dari hari. ke hari dan menunjukkan
bidang-bidang yang segera memerlukan tindakan pembetulan
(Oteng Sutisna, 1988 : hail. 205>,

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat difahami
bahwa pengawasan fungsional hanyalah sebagai penunjang
bagi pengawasan melekat (S. Pamoedji, 1987 : hal. 2 &
Kompas, 29 Juni 1988 : hal. Iv). Pengawasan
organisasional dan operasional, keduanya adalah perlu
bagi pengawasan vang efektif di dalam suatu organisasi‘
(Oteng Sutisna, 1988 : hal. 205).

Hubungan antara pengawasan atésan langsung dengan

rengawasan melekat dan pengawasan fungsional sebagai

AAN
- PERPUSTAK
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salah satu fungsi administrasi dapat digambarkan Seperti

gambar berikut ini.

Fungsi Administrasi

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan Pengawasan
Melekat fungsional

Gambar 3 : Hubungan Fungsi Administrasi dengan Pengawa-
san Melekat dan Fungsicnal

Walaupun istilah pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional ity sudah cukup lama dipakai orang, pemakaian
istilah itu secarsa resmi untuk pertams kalinya ialah
dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Dalam instruksi tersebut,
Presiden mengdunakan pula secara resmi istilsh pengawasan
atasan langsung. Tetapi perbedaan ataupun kaitan antara
Pengawasan melekat dengan pengawasan atasan langsung di
dalam instruksi tersebut tidaklah begitu jelas benar,
sehingga secara umum dipakai oleh orang awam secara silih
berganti. Orang awam mengartikan istilah pengawasan
melekat sama saja dengan pendawasan atasan langsung. Di
Sini terjadi pula kerancuan istilah, karena belum adanya

kesepakatan dalam Pengdunaannyas.

i MILIK UPT PERPHSTAK AN

‘ IKIP FADANG
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Yang dimaksud dengan pengawasan melekat menurut
pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Lampiran Instruksi
Presiden Nomor 15 Tahun 1983 oleh sebagian ahli
ditafsirkan sebagai Sistenm lPengendali Manejemen (SPM).
Sebagian ahli lainnya menamakannya sebagai sistem
pengendalian intern atau sisten Pengawasan intern (SPI),
dan ada pula yang menamakannya sebagai sistenm kentrol
intern (SKI), dan lain-1lain (Sujamto, 1886 : hal. 1 - 3).

Jika pengawasan melekat harus dilakukan atasan
langsung, maka Pengawasan fungsional dilakukan cleh
1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah vaitn

a. BPEP dan perwakilannya di daerah-daerah;

b. Inspektur Jenderal Pembangunan (Itjenbang);

¢. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga
Pemerintah 1ainnya;

d. Inspektorat Wilayah Propinsi; dan

e. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

BPKP dan Itjenbang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sedangkan

aparat pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan

lingkup tanggungjawabnys berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Pimpinan Lembaga/Instansinya

masing—masing,

2. Selain aparat pengawasan fungsional tersebut diatas,

maka Operasi Tertib Pusat (OPSTIBPUS) sebagai unsur
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penunjang operasional yang berada dibawah koordinasi
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dapat
dikerahkan guna membantu Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dalam
kasus-kasus yang memerlukan daya kemampuan operasional
tambahan.

Pengawasan fungsional terhadap Pemerintah berdasarkan
ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh tiga Lembaga Tinggi
Negara, yaitu

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) vang berkewajiban

mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka

pelaksanaan Haluan Negara;

b., Badan Pemeriksa Keuangan (BAPERKA) vang memeriksa
tanggungjawab pemerintah tentang Keuangan Negara;
¢. Mahkamah Agung (MA) yang melakukan kekuasaan

kehakiman, antara lain melakukan pengawasan

tertinggi terhadap jalannya pengadilan dalam semua
lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan
menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya

Unsur-Unsur Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat sebagai fungsi dari administrasi

terdiri atas enam unsur yaitu :

a. Melalui penggarisan struktur organ
jelas dengan pembagian tugas dan fung
uraian yang jelas pula.

b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang
dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi
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pendangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang
menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
Melalni rencana kerja vang menggambarkan
kegiatan vang harus dilaksanakan, bentuk
hubungan kerja antara berbagai kegiatan beserta
sasaran vang harus dicapainva.

Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk

pelaksanaan yang Jjelas dari atasan kepada
bawahan.

Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan
yvang merupakan alat bagi atasan untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan bagi
pengambilan keputusan serta penyusunan

pertanggungjawaban, baik mengenal pelaksanaan
tugas maupun mengenail pengelolaan kesuangan.
Melalui pembinaan perscnil vyang terus menerus
agar para pelaksana menjadi wunsur vyang mampu
melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi
tanggungjawabnya dna tidak melakukan tindakan
vang bertentangan dengan maksud serta
kepentingan tugasnya.

Keenam unsur pengawasan melekat di atas dapat

diringkas menjadi

a.

b.

e.

£.

strutur organisasi;

kebijaksanaan tertulis;

rencana kerja;

prosedur kerja;

pencatatan hasil kerja dan pelaporan; dan

pembinaan personil.

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA),

dalam

Negara

Norma-norma Pemeriksaan Tanggungiawab Keuangan

merinei adanya lima unsur Sitem Pengendalian

Manajemen (SPM), yaitu

a.

b
c.
d.
e
(

Rancangan organisasi
Prosedur pembukuan

Sitem pelaksanaan
kualitas pegawail

Sistem pemeriksaan intern

Sujatmo, 1986 : hal. 7).




Dan dalam buku Norma Pemeriksaan Aparat
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Pengawasan

Fungsional Pemerintah, disebntkan adanva delapan

unsur-unsur SPM, yaitu

a. Organisasi

b. Kebijaksanaan

¢. Prosedur

d. Personalia

e. Perencanaan

f. Akutansi

g. Pelaporan

h. Pemeriksaan intern

(Sujatmo, 1988 : hal. 8)
Dengan menggunakan unsur yang komperhensif menurut

sumber terakhir dari buku Norma Pemeriksaan Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah di atas, maka seluruh
strutur pengawasan melskat dapat digambarkan sebadgai
gambar 4 berikut ini
Pengawasan
Melekat
| L
Pengawasan Sistem
Atasan Pengendalian
Langsung Manajemen
{(PAL) {(SPH)
—  Organisasi Perencanaan
—— Kebijaksanaan Akutansi —_]
t—— Prosedur Pelaporan ——
—— Personalia Pemeriksaan
intern —

Gambar 4 : Struktur WASEKAT




BAB III

BERBAGAI KENDALA PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

Berbagai kendala dalam pelaksanakan pengawasan melekat

antara lain adalah sebagai berikut

A.

Budaya Enggannya Atasan Menegur Bawahnnya

Yang menjadi masalah atan kendala untuk

melaksanakan pengawasan melekat antara lain ialah apakah

at

e

zan mempunyal keberanian menegur bawahannya 2. Untuk

o

menjawab masalah ini perlu dikaitkan dengan budaya bengsa
kita sejak zaman dahulu kala. Terutama jika atasan atau
orang tua kita akan melarang kita, mereka enggan bahkan
hampir tidak pernah berani bilang kata " tidak”.

Dalam tajuk rencana Kompas 5 Hei 1988 hal. IV
disebutkan bahwa seorang gubernur mengatakan dalam suatu
kesempatan, coba cari pejabat atau pimpinan yang sanggup

berkata "tidak"” kepada rekan atau bawahannya, Jumlah

mereka dapat dihitung dengzan Jjari.

=
%]
et
)
o]
g,
fl’

Memang itulah pengalaman yang terjadi di
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instansi pemerintahan maupun lembaga swasta d

ot

Orang Indcnesia, pada umumnyz sulit untuk meng=z
tidak. Kecendrungannya berkata ya.

Tidak dan ya di sini bukan sekedar dalam arti
basa-basi. Seperti kebiasaan orang Jawsa sampali-sampai ada
ungkapan inggib-inggih mboten kepanggih. Artinya vya-va,

tetapi tidak dilaksanakan.
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Persoalannya yang dimaksudkan di sini bukan zekedar
cara mengatakannya. Cara itu memang ada. Akan mengatakan
tidak, tetapi dengan cara va. tebtapi ..... sehingga vyang
diajak bicara dapat menangkap bahwa yang dimaksudkan oleh
lawan bicaranya adalah fidak.

Kadang-kadang terfikir, keenganan untuk mengatakan

ot

idak, sekedar suatu sopan santun serta adat istiadat

O
'..J

j

ataukah sedikit banyak mencerminkan kebudayaan yangd

=

Gunnar Hyrdal disebut sebagal kebudayaan lemah.

terutama daerah-daerah tertentu.

Masalahnya timbul, karena dalam pergaulan, tata
hubungan maupun tata pemerintahan serta tata usaha bisnis
swasta, diperlukan sikap-sikap vyang jelas dan tegas;

ngzZa memberikan

(=]

1a seh

Jo
®

keputusan-keputusan yang ;

[
8]

kepastian. Jika va, memang 7a, dan Jjika tidak memang
tidak.

Feengganan untuk mengatakan tidak tersebut muncul
puala dalam keengganan mengawasi maupun dalam persepsi
tentang pengawasan itu sendiri. Pengawasan bukan suatu
pertanda tidak percaya. Pengawasan adalah bagian dari
tata kerja modern dan lugas vyang secara obyektif
diperlukan untuk kelancaran kerja maupun melindungi atau
mencegah sesama pegawail terjebak dalam hal-hal vyang

melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku.

L W PERPUSTARL 48 |
KIP $A0AND
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i

2l BN B




25

2ituasi dan salah persepsi ini yang pada umumnya
menvebablkan kita enggan melakukan tugas pengawasan dan
jika tatap melakukannya tetapil dengan berat hati. Jadi
memang benar, masalah pengawasan bertalian erat dengan
masalah kebudayaan.

- e
1

Sebagai contoh , Ui dalam suatu kantor seorangd atau
beberapa orang bawzhan me lakukan kesalahan. Namun
atasannya tetap membiarkannya walsupun ia telah tahu.
Mengapa hal demikian sampal terjadi ?. Banyak jawabannvya,
diantaranya atasan merasa tidak snak menegdur bawahannya
karena khawatir perasaan bawahannya terganggu. BEelum

faktor 1lain 1s2i misalnya sSama-sama sata keluarga,

W

kelaurga Golkar atau Parpol misalnya. atau sama satu
daerah, dan sebaginya.

Agaknya suasana keengganan atasan untuk menegdu

L2}

wesalahan bawahan di negara kita ini sudah begitu
parahnya. Sampai-sampail Bapak Wakil Presiden Sudarmono SH
menedashkan agar para atasan harus berani menegur dan
mengambil tindakan terhadap bawahannya vyang menylmpang.
Keberanian itu penting agar segala kesalahan atau
penyimpangan yang terjadi dapat diatasi secara dini
(Kompas, 18 April 1988, hal. I).

Sejalan dengan penegasan Wakil Presiden di atas,
Presiden Soeharto juga turut menegaskan bahwa tak boleh

ada rasa enggan untuk melakukan pengawasan (RKompas, 28

Juni 1988 : hal. I).
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Budaya Upeti

Salah satu dari penyimpangan kerja adalah sebagail
upeti kepada atasannya. Bahkan upeti 1tu tentu saja dari
hasil kesalahannya misalnya koropsi, manipulasi dan
sebagainya. Dengan kata lain, atasan malah mendapat
bagian dari hasil kesalahan. Siapa yang mengawasi atasan
vang tertinggil ? Jika ia juga ternyata mendapat bagian
uang koropsi 7. OCleh sebab itu, dalam harian ZKompas
mantan Ketua MPR/DPR RI, M. Kharis Suhud pernah
mengatakan bahwa pengawasan vang paling efektif 1ialah

pengawasan dari Allah.
Salah Kaprah terhadap Tugas Pengawasan

Menurut mantan Menpan, Ir. Sarwono Kusumaatmadja

mengemukakan sebagai berikut

Kepala Negara menilai, umumnya para pejabat

sekarang ini salah kaprah terhadap tugas
pengawasan yang sesungguhnya. Ada suasana budaya
seclah-olah pelaksanaan pengawasan semata-mata
hanya mencari-cari kesalahan. Padahal karena

merupakan bagian daril suatu manajemen yang baik,

maka seharusnya pengawasan itu dianggap sebagai

suatu yang wajar, karena itu pula tidak beleh ada

rasa enggan dalam melaksanakan. (Kompas, 29 April
1981 : hal. III)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa selama ini
dikalangan para pejabat kita masih enggan melaksanakan
pengawasan terhadap bawahannya. Hal ini merupakan kendala
dalam melaksanakan pengawasan melekat.

Hemang seperti uraian pada bab I, bahwa pengawasan
melekat adalah merupakan salah satu dari fungsi
administrasi di samping perencanaan dan pelaksanaan.

Persepsi para para pejabat kita selama ini mengartikan
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pengawasan adalah untuk mencari-cari kesalahan bawahan.
Sebenarnya yang lebih utama ialah mengadakan pencegahan

secara dinl terhadap penyimpangan yang terjadi.
Rurangnya Kesteladanan Atasan

Di negara kita, keteladanan atasan merupakan
panutan bawahannya mengingat masih kuatnya budaya
paternalistik. Salah satu kendala dalam atasan
melaksanakan pengawasan melekat i1alah ketidak taatan
atasan sendiri tfterhadap sisten vang berlaku. Ini
merupakan kurang baiknya keteladanan atasan kepada
bawahannya. Atasan cendrung merasa dirinya selalu  benar,
kadang-kadang 1lebih benar dari sistem 1itu sendiri.
Situasi yang demikian lebih dikokochkan lagi oleh masih
adanya sebagian masyarakat kita yang terlalu menghargai
nilai-nilai feodal.

Dalam keadaan vyang demikian, masalahnya ialah
berapa besarkah kemungkinan pengawasan dari bawah ke
pihak atasan ? Dapat diramalkan bahwa hasilnya tidak akan
banyak, karena ia memberi peluang kepada bawahan untuk
meneladani dari atasan mereka. Walaupun demikian, sebagai
suaty sistem, ia diperlukan secara keseluruhannya.

Sebaliknya, sistem paternalistik yang begitu kuat
dalam masyarakat kita, tampaknya kurang  memberi
kesempatan bagi bawahan untuk mengawasi atasannya. Telah

menjadi gejala umum di negeri' kita bahwa bawahan

0]
1]

nantia=za dicskam coleh raza tskut bila berhadapan dengan
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atasannya. Dalam keadaan seperti ini, maka jarang ada
bawahan yang ‘“berani” mengawasi atasannya (Nazaruddin

Sjamsuddin, 1888 : hal. IV).
Lemahnya Pengawasan Masyarakat

Pemerintah telah menghimbau seluruh anggota
masyarakat vyang hendak mengirimkan informasi atau
laporan, diharapkan menyampaikannya secara 1lugas d4an
obyektif, tidak bersifat menghasut atau menfitnah.
Laporan supaya disampaikan secara lengkap meliputi fakta
(kejadian nyata) atau kondisi kejadian/peristiwa, juga
menyebutkan kriteria atau patokan yang dilanggar serta
bentuk pelanggaran atau hambatan serta akibatnya.
Informasi itu dapat dikirimkan ke tromoi pos No. 5000

atau Jakarta Pusat 10.000.

Pengaduan masyarakat melalui tromol pPos ini
mempunyai kesan-kesan “darurat”. Menurut Nazaruddin
Sjamsuddin (1988 : hal. IV) bahwa biasanya cara ini hanva

didapati dalam sistem administratif vyang belum mapan,
sehingga diperlukan tindakan-tindakan vang bersifat
sementara. Jika mekanisme yvang bersifat sementara
digunakan Jjuga dalam situasi atau sitem vyang sudah
stabil, maka ia akan mengundang pertanyaan masyarakat.
Masyarakat yang selama ini tidak memperhatikan jadi turut
memperhatikan. Masyarakat akan bertanya : Ada apa dalam
sistem pengawasan kita dewasa ini ?. Adakah sesautu vyang

serius sehingda pemerintah meminta pengaduan masyarakat.
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Partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam

memanfastkan +*tromol pos tersebut di atas sangatlah
ditentukan ocleh latar belakang pendidikan serta

xeberanian dan kejujuran mereka. Selain itu vyang paling

renting adalah sangat ditentukan cleh tingkat
kredibilitas birokrasi itu sendiri. Jika masyarakat
mempunyzi tingkat kepercayaan vang tinggi terhadap
irckrasi, maka tak perlu diragukan lagi bahwa tingkat
partisipasinyapun akan tinggi pula. Mayafakat vang
dipenuhi oleh rass percaya terhadap birokrasi akan vakin
bahwa "pengaduannya"” akan diperlakukan semestinya
Sebaliknya, Jika tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap birckrasi rendah, maka tingkat partisipasi dalam
melakunkan pengawasannyapun ikut rendah pula. Calam
situasi yang demikian, kebanyakan anggota masyarakat akan

bersifat

s
[W]
n
)
h

€

saja, karena mereka vakin bahwa pengaduan

P

mereka £

ot

dak ada dunanya. Bahkan sebahagian anggota

ct

masyarakat akan memanfaatkannya sebagai tempat melepask

w

n
kekesalan hatinya.

Selain itu, terlepas dari tanggapan masvyarakat
terhadap tromol pos itu, birokrasi berada dalam posisi

vang serba sulit. Disatu pihak ia bertugas menyelidiki

(8]

tentang benar atau tidaknya seluruh psngsadusn mszyarshkst.
Jika umpamanya ternyata pengaduan masyarakat yang masuk
kebanyakan tidak dapat dipercaya, maka bisa saja
birokrasi akan menyimpulkan bahwa semua pengaduan atau

laporan masyarakat adalah tidak benar.
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Sebaliknya, Jjika pengaduan atau laporan masysarakat

in
}.J .

ternyata banyak benarnya, maka bersediakzh birokras
menindak diri sendiri ?. Selain itu, mampukah birokrasi
menerima kritikan yang terus menerus terhadap dirinya 2
Bukankah birokrasi merupakan kumpulan manusia vang

memiliki pikiran dan perasaan ?.

AWATEND merupakan tangzZungjawab pimpinan

crganisasi sepenuhnya, olsh zebab itu apakila pengawazan

tidak berjalan zecara baik, maka vangd paling bersalah
adalah pimpinan yang berzangkutan tadi. Pengawasan
melzkat vang baik berarti harus senantiasa mengawasi

pekerJaan bawahan Dan bila bawzhan melakukan kezzalahan,
maka atzsan harus dapat menjatuhkan sangsi hukuman sesuai
dengan ketentuan vyang berlake. Untuk dapat melakukan
a2t dengan balk atasan  haruslah memenuhi

beberapa syarat, yang di antaranya adalah :

3. Penguasaan terhadap pekerjaan.
b. Dapat bersikap lugas {zakelijlk}
c. Memilikil k=sberanian bertindak.

e. Bijaksana.
f. Tidak mempunyai kesalahan yang menonjol.
Sedangkan Sijatmo, (1987 : hal. 110) merumuskan

syarat-syarat pengawasan vang baik dengan sebutan 7 A,
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yaitu : akhlak, asih, arif, ahli, awas, dan akurat.
Dan ditambahkan pula olehnya bahwa sifat awas itu
mencakup empat sifat, yang Jjika huruf-huruf awalnya

dirangkaikan akan berbunyi SIL vyaitu singkatan dari

>

sceptical mind atau sangsi, ingguiziftive mind atau inggdin

ftahu lebih banvak,logical wmind atau waiar dan apalvtie:

menguasal pekerjaan yang dipimpinnya, vyang penuch dengan
tenggang rasa enggan (pekewuh) untuk menegur bawahannva,

iki keberanian dan kespercayaan diri, dan
atasan yang banvak memiliki kelemahan; sudah barang tentu
tida“ dapat menjalankan pengawasan melekat secara efektif
dan efisien. EKelemahan pengawasan melekat selalu terkait
dengan lemahnya atasan dari organisasi yang bersangkutan.
Ada kemungkinan pula secrang atasan sebebnarnya memilki
kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan, tetapi
ia sendiri mempunyail banyak cacat atau kelemahan,
sehingga atasan tersebut tidak mungkin untuk bertindak
inggzarsa sung fulodo, ing madya mangun karse, tut wuri
nandavani. Pengdan demikian atasan tersebut tidak mungkin
puls dapst melskzanskan pengswazan melekat zscaras =fektif

dan efisien.

e wma e

RO S e S
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Kelemahsn SPH Sendiri

Bebeda dengan penyebab atau kendala PAL vang
sepenuhnya terletak pada faktor atasan, maka kendala SPH
vang merupakan bagian dari pengawasan melekat terletak
rada kurang balknya wmutu SPH itu sendiri, disamping

faktor atasan vang juga fLetap sebagai salah satu kendala.

[

Oleh karena SPHM terdiri dari banyak unsur, maka unsur SPH
itu ditentukan oleh mutu, unsur-unsur SPH itu sendiri.
Dari sekian banyak unsur SPHM, makz unsur pegawailah
vang paling menentukan. Walaupun organisasi dan tatsa
kerja sudah baik, rencana sudah baik, prosedur kerja

udah

[¢]

sudah baik, sistem pembukuan dan pelaporan juga
baik. Pokoknya segala sesuatn semuanya sudah baik dalam
artl sudah memenuhi persturan maupun perundang-undangan
vang berlaku. Namun semwa itu belum menjamin bahwa

rekerjasn akan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan

e

n

(=0

vanZ diharapkan. Hengarpa demikian ?. Karena semnu

f0

masih tergantung kepada unsur manusia (pegawai) sebagai

pelaksananya. Sehubungan dengan uraian ini, pada =zaman

dnlu, zeorang ahli pikir Cina yang masih hidup pada abad
ke 11 (1021 - 1088) yang bernams Wang An Shih mengatakan
bahwa koropsi dan penyelewengan-penyeslewengan itu

terutama disebabkan oleh dua hal yaitu buruknya hukum dan
buruknya manusia (Syed Hussein Alatas, 1881 : hal. 7 -
8>.

Berdasarkan pernyataan Wang An Shih di atas, maka

ia telah menunjukkan seluruh unsur SPM, karena hukum yang
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dimaksud adalsh dalam artil lua=z, yakni =zegala kstentuan
tertulis yangz mengikat manusia dalam melak=anakan
tugasnya. Semua unsur SPM, kecouali unsur pedawai termasuk
dalam pengertian "hukum” Wang An Shih inji. Oleh sebab itu
Semua unsur-unsur yang ada pada SP merupakan ketentuan
vang harus ditaati.

2cara tegaz, S. Pamoedji (1987 hal. 173
mengatakan : “Hukum vang buruk vang dijalankan c¢cleh
manusia yang baik akan mendatangkan hasil vang lebih baik
ketimbang hukum yang baik vyangZ dijalankan oleh wmanusia
Yang buruk.

Jadi faktor manusia khusuznya pegawai adalah sangat

e

menentukan 3 tu

[

ka dibandingkan dengan unsur-unsur SPXM
sendiri. Namun tidak berarti bahwa unsur-unsur SPM  itu
boleh diabaikan. Oleh sebab itn baik unsur manusia maupun
unsur SPFM, semuanya harusliah mendapat perhatian.
Demikianlah telah diuraikan sekurang-kurangnya ada
tujuh kendalz dalasm melsksanakn pengawasan melekat.
Sebenarnya masih banyak lagi kendala-kendals lain vang

belum sempat dibahas di sini mengingat keterbatasan
= o

d
foed
[R
(%}

waktu, tenaga, dan kemampuan vang ada pada pern
sendiri.

Tulisan ini kiranvas akan 1

T

It

bih lengkap pula jika di
samping menguraikan kendala-kendala pelaksanaan
rengawasan melekat, juga disinggung faktor-fakter vang
mendukung pelaksanaan pengawasan melekat. Untuk mekasud

itu akan disajikan pada bab IV berikut ini.




FARTOR-FA

Faktor-

BAB IV

ETCR PENDURUNG PELAEKSANAAN PENGAWASAN MELERAT

faktor vang dapat mendukung pelaksanaan

pengawasan melekat antara lain adalah sebagai berikut

Instruksi

Pad
lain dic
Selanjutn

organisas

lingkungan Departemen/Lembagza/ /Instansi

melalui

-
4.

158

w

Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1983

a lampiran Instruksi Presiden tersebut antara
antumkan tentang pengawasan atasan landsung.
va ditekankan pula bahwa pimpinan semua satuan

i pemerintah termasuk prcyek pembangunan di

agar wmenciptakan

n melekat dan meningkatkan mutunya. Lebih lanjut

rula bahwa pengawasan,K melekat dilakukan

Pengertian struktur organisasi serta pembagian
tugas yang jelas.

Perincian kebijaksanaan pelaksanaan secara
tertulis.

Rencana kerja berbadai kegiatan serta sasaran

vang akan dicapai.

Prosedur kerja sebagai petunjuk pelaksanzan bagi

bawahan.

Pencatatan hasil kerja dan pelaporan vang
berguna bagi atasan untuk menyusun
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

pengelolaan keuangan.

34
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6. Pembinaan personil agar mampu melaksanakan tugas
sebaik-baiknya.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut di atas,

maka Jelaslah bahwa pengawasan meleskat itu mencakup enam

kegiatan yang secara terus menerus harus dilakukan oleh

atasan langsung di dalam setiap organisasi kerja.

Masalahnya apakah para atasan sudah melakukannya ?.

Undang-undang Pokok Repegawaian Nomor 8 tahun 1974

ngaal &
pgasal <.

Di dalam wundang-undang pokok kepegawaian HNo. 8
tahun 1874 tersebut dinyatakan bahwa setiap pegawail
negderi untuk mentaati sedala peraturan dan
perundang-undangan vyang berléku dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Berdasarkan pernyataan salah satu bunyi dari
undang- undang pokok di atas, maka seandainya sestiap
pegawal negeri sudah menjalankannya, rengawasan melekat

pun tentunya akan terlaksana dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1875 Tentang

Sumpah /Janji Pegawai Negeri

Dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 1875
tersebut dinyatakan

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya untuk diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada
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Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah;

Bahwa saya, 2akan mentaati segala peraturan
rerundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjwab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
rmatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
ri, serta akan senantiasa mengutamakan
entingan Negara dari pada kepentingan saya
diri atau geclongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesunatn vang
menurut sifatnya atau menurut perintah “harus saya
rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib
dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

1C
e

Jadi, jika semua pegawai negeri vang sudah disumpah
menjalankan semua butir-butir di atas, maka pelaksanaan
pengawasan melekat tentunya akan berjalan secara efektif

131ien.

L.
rf

lan e
Adanya Korpri

Adanya Korp Pegawai Republik Indonesia (Rorpri)yang
dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia tanggal 29 November 1971 No. 82 Tahun 1971
mengandung Tujuan Korpri, Tugas Pokok Korpri, Fungsi
Rorpri, Modal Dasar Korpri, Perjuangan ~ EKerpri,
Dasar-dasar Pengabdian, Pokok-pokok Pembinaan Korpri,
Sapta Prasetya dan Program Korpri serta lambang, Panji
dan Lagu Rorpri.

Jika semua anggocta Korpri menjalankan semnua
unsur-unsue tersebut di atas dengan baik, maka pengawasan
melekat tentunya akan berjalan secara efektif dan

efisien.
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 13875 dan Nomor 6 Tahun

137€, Tentang Sistem Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri

b}

Pada =istem pengangkatan pegawal negerl sipil,

mereka harus memenuhi syarat-syarat

¢
4]
aJ

3

an pennh

b r
2y Telah mewujudkan kesetiaan dan ketaat
13 egara dan

kepada Pancasila, gub
Pemerintahan,

by Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan
tugasnysa,

cy Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti vyang
vaik,

d} Telah memenuhi kecakapan jasmani sebagai Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Sarat Keterangan
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
Doter Penguji tersendiri.

Jadi, jika semua pegawai negesri yang diangkat itu

benar-benar telah memenuhil persyaratan di atas, wmaka
pelak=zanaan pengawasan melekat akan berjalan secara
efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Tentang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
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laksanaan pkerjaan para
bawahannya. Yang terkenal dengan sebutan DP3. Ads delapan
unsur yang dinilai oleh atasan langsung Lerhadap
bawahénnya yaiﬁu :

1. Eesehatan;

[SN]
e}

restasi kerja;

3. Tanggungjawab;

[isy

. K

>

tzatan;
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7. Prakarsa; dan
8. Kepemimpinan
Jika pelaksanaan DP3 tersebut memang telah berjalan

dengan baik, maka tentu saja hal ini dapat menunjang

rengawasan melekat yang sedang digalakan sekarang ini
Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tsahun 1880, Tentang
Peraturzn Disziplin Pegawail Negeri

Dalam peratura
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tidak boleh dilanggar cleh pezZawai negeri.
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Jika 3233 semn:
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kewajiban sudah d
larangan tidak dilanggar oleh setiap pegawai negeri, maka
keadaan demikian tentu saja dapat menunjang pelaksanaan
pengawasan melekat.

GEHN 1983

Palam GBHN 1993 +vyang berkenasn d

a

ngan aparatur

remerintah disebutkan bahwa kemampuan aparatur pemerintah

N

untuk merencanakan, melaksanakan, ngay i dan
mengdendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itn
rerlu ditingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahteraan
manusianya, organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi
serta penyediaan sarana dan prasarana. (TAP - TAP SU MPR

RI tanggal 1 - 11 Maret 18988 : hal. 73).
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EKrida Kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V

Dalam Krida Kedua Kebinet Pembangunan V dinvata-

kan : "Meningkatkan disiplin nasional vyang dipelopori
Aparatur Negara menujn terwujudnya pemerintahan vang
bersih dan berwibawa”

Dalam rangka pelaksanzan krida kedua tersebut

itulah perlu ditingkatkan pengawasan, baik pengawazan

Rhusus untuk lingkungan Departemen Pendidikan
Eebudayaan sekurang-kurangnya ada lima faktor vang Jjuzga

diharapkan dspat menuniang pelaksanaan melekat. Kelima

+
[ond
3
@R

ang-undang Perguruan Tanggi No. 22 Tahun

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang
Pokok-pokok Universitas/Institut,

3. Keputusan Mendibud Nomor 265/0/1980 tentang
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Depdikbud,

4. Instruksi MHendikbud Nomor 14/U/1977 tentang

Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penertiban

di Lingkungan Depdikbud,




Instruksi Mendikbud No.
Pelaksanaan Pengawasan

Lingkungan Depdikbud.
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3/U/1987 tentang Pedoman

Atasan Langsung di

[P




BAB V
UPAYA PENINGRKATAN PENGAWASAN MELERAT

Berbagal upaya yang dapat dilakukan dalam rangka me-

ningkatkan pengawasan melekat antara lain sebagal berikut

A ﬂpndbj]andkgn Ep:badaj andaTP Egigkﬁanaap Eengagaﬁﬁn
elekat

Dalam bab III telah diuraikan berbagail kendala

dalam pelaksanakan pengawasan melekat. Jika
kendala-kendala tersebut dapat dikurangi bahkan dapat
dihilangkan, maka pengawasan melekat adsa kecendrungan

dapat dilaksanakansecara efektif dan efisien

Dari berbagai kendala pelaksanaan pengawasan
melekat tersebut jika kita zimak, maka prada hakskatnya
dapat dibagi atas kendals yang disebabkan lemahnya PAL
dan lemahnya SPM. Untuk mengatasi kelemahan- .kelemahan

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

Peningkatan efektivitas dan efi

[

i PAL berarti

[9)]
[

il

]

reningkatan kemampuan pengawasan para atasan langsung.
Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu dari para
atasan, maka diperlukan adanya penataran pengawasan
melekat. Penataran tersebut mencakup materi yang
bersifat menyeluruh, konsepsional dan konsekuen
tentang bidang pengawasan.

ari dan ge gan =dg 3

2. Pembin

Pembinaan dan pengembangan kepegawai vang

41
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bersifat merit system vaitu sistem karier dan sistenm

&
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ot

presta harusliah dilaksanakan secara konsekuen

dan konsisten. Untuk itu sistem keluarga, suku, ras

dan agama antar golongan dan gender serta senang atau

tidak senang (like and diglike? dan
kelemahan-kel=mahan lainnya yang selama ini

P

kadang-kadang masih kita Jumpai hendaklah dibuang

Janh-jauh.

%)
e

nya cunkup banyak orang dewasa ini tidak lagi
memandang Jabatan sebagai lapangan pengabdian, akan
tetapi mengangéapnya sebagai barang komoditi vang
dapat diperjual belikan atau sebagal suatu bidang
usaha. Untuk maksud itu maks crang tak segan-segan

nvestasikan modalnya jika adsa prospek keuntungan

di kemudian hari. Semangat memavy havuning bawana

hanya dianggap sebagai mitos atau sebagai benda kuno

B
oo,
]

ern

vang hanya pantas dipajang di musium untuk disaksikan
olzh mareka vang menaruh perhatian. Mengejar
keuntungan materi agaknya merupakan semangat vang
sedang "mode" sekarang ini. Hal ini haruslah segera

kita berantas secara tuntas.
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3. Pembenghan Sistep Epndgngkatan Jabatan

Demikian pula pengangkatan seseorang dalam suatu
jabatan, ada sebagian orang beranggapan sebagai balas
Jjasa, sebagai suatn penghargaan atau scsbagai <semacan
pelipur lara. Anggapan yang semacam ini Jjuga harus
dibrantas.

Dalam melakukan pengangkatan seseorang menduduki
Jabatan, maka prinsip the right man on the right place
hendaklah dapat ‘dijalankan dengan sebaik-baiknya,

kalau kita menghendaki PAL dan seluruh penyelenggaraan

[+

dministrasi berjalan dengan baik pula. Jabatan harus

=
o

ri

[a)
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tan kepada orang-orang vang benar-benar memenuhi

2}
e
m
2]
cr

a
Dalam hubungan ini ada baiknya kita mempedomani
salah satu Hadist yang artinya sebagai berikut
"Apabila amanat telah disia-siakan, apabila
.sesuatu Jabatan telah diserahkan kepada orang-orang
vang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya"
(M. Solly Lubis, 1983 : hal. V).
4. Tipgkathkan Efektivitas SPM
SPM terdiri dari sejumlah unsur. Oleh sebab itu,
untuk meningkatkan SPH berarti meningkatkan sejumlah
unsur yang terdapat dalam SPH itu sendiri. Dalanm
tulisan ini tidak dibicarakan peningkatan
masing-masing unsur SPM karena terbatasnya waktu,
tenaga dan kemampuan penulis. Tetapi vyang dibahas

adalah salah satu unsur terpenting dari SPM vyaitu

| AN
MLtk et PERPUSTARA
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unsur pegawai. Olesh karesna yang paling menentukan dari

semua unsur SPM adalah unsur pegawai, maka pembinaan

pegawai adalah kunci dari seluruh usaha peningkatan
efsktivitas SPM. Untuk meningkatkan pembinaan pegawal,

maka perlu dilakukan usaha-usaha perbaikan pendapatan

atau penghasilan pegawai. Dan karena diantara para
pegawal yang dibina itu yang paling penting adlah
cimpinannya, maks akhirnya nsaha peningkatan
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SPH kembali seperti usaha peningkatan PAL
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8. Meningkatkan Faktor-Fabtor Pendukung

Dalam rangka meningkatkan pengawasan melekat, maka

0

ng telah diuraikan di atas.
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nsahs-u=zahs yang perlu dilskokan ialah meningkatkan ataun
memanfaatkanfaktorfaktor pendukung seperti vang telah
diuraikan pada bab IV sscars terinci.

Di =amping mengurangi kendala-kendala bahkan Jika
mungkin menghapuskannya dan meningkatkan faktor-faktor
pendukung seperti yang telah diuraikan di atas,
sebenarnya masih banyak lagi usaha-ussha lain vang perln
digali dan dikembangkan wuntuk meningkatkan pelaksanaan
melekat .

Selanjutnya disajikan pula aplikasi rengawvwasan

melekat di bidang pendidikan seperti bab VI berikut ini.




BAB VI

APLIKASTI PENGAWASAN MELEKAT DI PENDIDIKAN TINGGI

Aplikasi pengawasan melskat pada dunia pendidikan
tinggi dalam hal ini dapat dikelompokkan pada dua bidang

vaitu bidang fisik dan bidang non-fisik.

A. Bidang Fi=ik

Pengawaszan melekat o¢lsh atasan langsung 7ang
menyangkut bidang fisik seperti penggunazn uang untuk
pembangunan g=dung, pembelian alat-azlat kantor, alat-alat
pendidikan, pembayaran gaji/honorarium dan lain-lain
sebenarnya sudah lama dilaksanakan, baik di tingkat Irjen
maupun ditingkat institut/universitas, fakultas, oleh
ketua Jjurusannysa.

Pengalaman yang terdapat pada salah satu fakultas
pada umumnya tidak jawuh berbeda dengan fakultas lainnya.
Konsep efisieni, efektivitas, produktivitas vang
diterapkan dalam berbagai kegiatan pengelclaan
pendidikan, termasuk pengawasannya masih ditekankan pada
segi fisik. Pada hal masih banyak aspek—asﬁek non-fisik
dalam pendidikan yang belum dibenahi secara baik.

Sebagian besar laporan keberhnasilan
penyelenggaraaan bidang pendidikan hanvya digambarksn dari
segi fisik atau kualitasnya saja. Sebaliknya, laporan
mengenal non-fisik atau kualitas masih dapat dikatakan

langka.
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B. Non-fisik

Beberapa aspek non-fisik vang agaknya sudah
mendapat perhatian atasan dalam wmelaksanakan pengawasan
melekat ialah dalam hal kehadiran para dosen, k=giatan
proses belajar mengajar di kelas, ketepatan penyerahan
hasil ujian mahasiswa.

Sedangkan beberapa alterbatif bidang non-fisik
lainnya vang kiranya perlu mendapat perhatian dalam
prelaksanaanpengawasan melekat antara lain adalah

1. Hutu pendidikan dan pengajaran.

g%

Sistem kredit semester.

(¥

Sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa.

[

4. Sistem penerimzan mahasiswa bara.

Mutu penelitian mandiri.

wn

(80}

Mntu penelitian kelompok.

7. Mutu pengabdian kepada masyarakat.

8. Mutu lulusan.

3. Mutu penataran pada dosen bsik di dalam dan
diluar negeri terhadap peningkatan PRM.

10. Efektivitas pemanfazatan penggunaan media dan

alat belajar.

11. Efektivitas pemanfaatan waktu kerja bagi dosen.




BAB VII

PENUTUP

agimpillar
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka

prulkan sebagai berikut
1. Pengawasan melekat merupakan salah satu
pembinaan sumberdaya manusia agar bekerja

efektif dan efisien. Pengawasan salah satu fun
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Kegiatan pengawasan melekat bukanla

mencari-cari kesalahan seseorang, tetapi

ditujukan untuk menemukan secarz dini kezalshan
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pengawasan melekat
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truktur organisasi, kebijaksanaan te
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tulis,
kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil ke

relaporan serta pembinaan personil.
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Beberapa kendalsa dalam relaksanaan pengawasan
adalsh :
a. budaya enggannya atasan menegur bawahannvya,

b. budaya upeti,
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. salah kaprah terhadap tugas pengawasan,

3,

.

saiknya keteladanan atasan,
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kuran
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2. lemahnya pengawasan dari masyarakat,
f. kurang memenuhi persyaratan sebagai atasan,

g. kelemahan SPH sendiri.

6. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan rengawasan
melekat sntara lain adalzh :berbagal kskbijak=aznaan
pemerintah dan peraturzn cerundang-undangan vang

pemerintah tentang
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erlaku serta kemauan jofs
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relaksanazan p

T

ngawssan me

~J

. Upaya peningkatan pengawasan wmelskat antara lzin

adalah : 1z menghilangkan berbagai kendala

)y

pelaksanaan pengawasan melekat, (2} penataran waskat,

N\

3) pembinaan pegawai negeri, (4) pembenahan sistem
pengangkatan jabatan, (5) tingkatkan efektivitas SPM
dan (B) tingkatkan pemanfaatan faktor-faktor

pendukung.
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pengawasan melekat di pendidikan tinggi dapat
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bidang fisik dan non-fisik.
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Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maksa
disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksansan pengawasan melskst harus ditingkatkan

sebagai salah satu upays untuk mengembangkan kualitas

sumbar dava manusia.
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